
 

  

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6224 PEMERINTAH DAERAH. Gubernur. Pelaksanaan 

Tugas. Wewenang. Pencabutan. (Penjelasan atas 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 109) 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 2018 

TENTANG 

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR 

SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT 

 

I.  UMUM 

Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah 

kabupaten/kota. Sebagai wakil Pemerintah Pusat, tugas dan wewenang 

gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah ini. Penguatan tugas 

dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil 

Pemerintah Pusat di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat 

hubungan antartingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, hubungan antara gubernur 

dengan bupati/wali kota bersifat bertingkat, dimana gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan peran pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari 

upaya membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

lebih baik. Akan tetapi mengingat kondisi geografis yang sangat luas 

maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota tersebut, Presiden sebagai penanggung jawab akhir 

pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada 

gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota 

agar melaksananakan otonominya dalam koridor norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tugas dan wewenang 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, perangkat gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat, pendanaan, dan laporan dan evaluasi. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 3 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri” yaitu 

peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja perangkat gubernur. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

 Cukup Jelas. 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dekonsentrasi” dalam ketentuan ini 

adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain peraturan perundang-undangan 

mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta peraturan 

perundang-undangan mengenai standar biaya yang ditetapkan 

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 
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